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WALIKOTA SORONG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
NOMOR  20  TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL DAERAH 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SORONG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, menggali potensi dan mengoptimalkan 
sumber keuangan dan aset daerah, serta dalam upaya 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu 
dilakukan kegiatan penyertaan modal Daerah; 

  

  b.  bahwa dalam rangka meningkatkan dan 
mengembangkan usaha daerah, baik melalui Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dan Badan Usaha Lainnya, maupun lewat kerja 
sama usaha, perlu dibentuk suatu regulasi mengenai 
penyertaan modal Pemerintah Daerah; 

 

  c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  
dimaksud  dalam huruf  a  dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal 
Daerah; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
 

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999                   
Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, 
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 3960); 
 
 
 
 
 

SALINAN 
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3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35                
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4884); 

 
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

 
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan                   
( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5233); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2894) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12                  
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara   
Nomor 9731); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812); 

 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67                
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan 
Usaha Dalam Penyedian Infrastruktur sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010; 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2011 Nomor 310); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 
dan 

WALIKOTA SORONG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN 
MODAL DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Sorong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Sorong. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset 

daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan 
serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin 
inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang 
tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah. 

7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal 
daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau 
dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal 
daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan 
imbalan tertentu. 

8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh 
pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau 
Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. 

9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan 
Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50 % terhadap Total 
Saham atau Modal Dasarnya. 

11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan 
barang milik daerah. 

12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan barang milik 
daerah. 

13. Pihak Ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, Badan Usaha yang 
berbadan hukum yang dapat melakukan kerja sama dengan pihak 
Pemerintah Daerah, yaitu BUMN, BUMD dan Badan Usaha lainnya yang 
tunduk pada hukum Indonesia. 
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14. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan 

Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau 
sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah 
dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan 
Terbatas. 

15. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PD adalah Badan Usaha yang 
pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar 
atau seluruh modalnya berasal dari aset daerah, yang kemudian 
statusnya ditetapkan sebagai aset daerah yang dipisahkan. 

16. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan 
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sorong. 

16. Saham Portepel adalah saham yang merupakan selisih antara modal 
dasar dengan modal yang ditempatkan. 

 
BAB II 

TUJUAN 
 

Pasal 2 
 
(1)  Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah 
dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka perlindungan dan 
stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan 
kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. 

 

(2)  Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan 
modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan 
dan sesuai dengan kelayakan usaha. 

 

 
BAB III 

JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL 
 

 Pasal 3  
 
Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa : 
a. uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; 
b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang 

dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan - kemudahan dalam 
pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dinilai 
dengan besaran sesuai kesepakatan bersama, antara lain berupa insentif 
investasi, percepatan perijinan, keringanan pembayaran pajak dan 
retribusi daerah dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-
undangan. 

 
 
 
 
 


